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RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan presidential threshold dalam UU
No.7/2017 yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik
memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk
mencalonkan presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini dipandang bertentangan
dengan Pasal 6A ayat(2) UUD 1945 yang menjamin hak semua partai peserta
pemilu untuk mengusulkan pasangan calon, sehingga menimbulkan eksklusivitas
partai besar, menghambat partai kecil, dan mengurangi pluralitas pilihan bagi
pemilih. Dampak lain adalah meningkatnya fragmentasi dan polarisasi politik,
serta munculnya praktik politik transaksional demi memenuhi ambang batas, yang
berpotensi melemahkan semangat demokrasi inklusif.

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, menelaah UU No. 7/2017, UUD 1945, dan putusan Mahkamah
Konstitusi (MK), terutama Putusan MK No. 62/PUU-XXI1/2024. Analisis
berfokus pada konstitusionalitas presidential threshold dan peran MK dalam
judicial review. Konsep ambang batas pencalonan presiden ini awalnya diterapkan
untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu dan memperkuat
dukungan legislatif terhadap calon presiden. Namun, penerapan aturan tersebut
dinilai tidak relevan lagi seiring dengan perkembangan sistem pemilu yang
serentak antara pemilu legislatif dan presiden, serta menimbulkan dampak negatif
seperti eksklusivitas partai besar dan pembatasan ruang gerak partai kecil.
Kebijakan ini, meskipun merupakan hasil delegasi kewenangan legislatif
berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, telah mengurangi keberagaman
alternatif calon presiden yang dapat diusulkan, sehingga mengikis semangat
partisipasi politik yang inklusif dan demokratis. Sementara itu, dasar
konstitusional penghapusan presidential threshold dikuatkan oleh kewenangan
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 melalui Pasal
24, 24C, dan dukungan peraturan pendukung seperti UU No. 24/2003 dan PMK
06/PMK/2005. Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa
ketentuan ambang batas dalam Pasal 222 UU No. 7/2017 tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat karena melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, keadilan, dan
hak konstitusional warga negara. Penghapusan aturan tersebut diharapkan dapat
mengembalikan hak konstitusional partai politik untuk mengusulkan calon secara
setara, meningkatkan pluralitas kandidat, serta menciptakan sistem pemilu yang
lebih responsif, inklusif, dan sejalan dengan prinsip demokrasi serta kedaulatan
rakyat. 2. Mahkamah Konstitusi memainkan peran kunci dalam mengawasi dan
memutuskan penghapusan presidential threshold, yang secara signifikan



memperluas demokrasi dan meningkatkan representasi politik di Indonesia.
Dengan mekanisme judicial review yang diaplikasikan secara tepat, MK berhasil
menghilangkan batasan diskriminatif yang sebelumnya membatasi partisipasi
partai-partai kecil dan calon independen dalam pencalonan presiden, sehingga
membuka ruang bagi keberagaman aspirasi politik masyarakat. Keputusan MK ini
tidak hanya memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dan hak konstitusional warga
negara untuk memilih dan dipilih, tetapi juga mendorong terbentuknya koalisi
politik yang lebih inklusif dan representatif, yang pada akhirnya berpotensi
menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil, efektif, dan responsif terhadap
dinamika sosial serta tuntutan demokrasi modern.
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ABSTRAK

Penelitian ini membahas konstitusionalitas dan implikasi penghapusan
presidential threshold dalam UU No. 7/2017 yang mewajibkan partai politik atau
gabungan partai politik memiliki minimal 20 % kursi DPR atau 25 % suara sah
nasional untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini
bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, mengakibatkan dominasi partai
besar, hambatan bagi partai kecil, fragmentasi politik, dan polarisasi masyarakat.
Metode yuridis normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan
untuk menelaah UU No. 7/2017, UUD 1945, serta putusan MK No. 62/PUU-
XXI11/2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa presidential threshold, meski
awalnya dimaksudkan untuk menyederhanakan multipartai dan memperkuat
sistem presidensial, kini tidak relevan dalam konteks pemilu serentak dan
mengurangi  pluralitas  kandidat. Putusan MK  No. 62/PUU-XXI1/2024
menegaskan Pasal 222 UU No. 7/2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
karena melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, keadilan, serta hak konstitusional
warga negara. Mahkamah Konstitusi melalui judicial review berhasil menghapus
ambang batas tersebut, memperluas akses partai kecil dan calon independen, serta
mendorong pembentukan koalisi politik yang lebih inklusif dan representatif.
Reformasi ini diharapkan meningkatkan kualitas demokrasi, representasi politik,
dan kedaulatan rakyat di Indonesia.

Kata Kunci : presidential threshold; Mahkamah Konstitusi; judicial review;
demokrasi
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ABSTRACT

This study examines the constitutionality and legal implications of abolishing the
presidential threshold stipulated in Law No. 7/2017, which requires political
parties or coalitions to hold at least 20 % of DPR seats or 25 % of the national
valid vote to nominate presidential candidates. This requirement conflicts with
Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution, leading to big-party
dominance, barriers for small parties, political fragmentation, and societal
polarization. A normative juridical method with a statutory approach is employed
to analyze Law No. 7/2017, the 1945 Constitution, and Constitutional Court
Decision No. 62/PUU-XXI1/2024. Findings reveal that while the presidential
threshold was originally intended to streamline multiparty competition and
strengthen the presidential system, it has become irrelevant in the context of
simultaneous elections and reduces candidate plurality. Decision No. 62/PUU-
XX11/2024 declared Article 222 of Law No. 7/2017 void for violating principles of
Mmorality, rationality, justice, and citizens’ constitutional rights. Through judicial
review, the Constitutional Court eliminated this discriminatory barrier, expanded
access for small parties and independent candidates, and fostered more inclusive,
representative political coalitions. This reform is expected to enhance democratic
quality, political representation, and popular sovereignty in Indonesia.

Keywords: presidential threshold; Constitutional Court; judicial review;
democracy
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